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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara-perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan

Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara,;

PEMOHON, lahir di Huraba tanggal 09 November 1985, agama Islam, NIK
1213060904850001, pekerjaan tani, pendidikan SMA,
tempat kediaman di Desa Huraba | Kecamatan Siabu
Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, lahir di Pasar Marancar tanggal 12 Mei 1980, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat
kediaman di Desa Pasar Marancar Kecamatan Marancar
Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 04 November

2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan  Pengadilan Agama  Panyabungan, dengan  Nomor

487/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 04 November 2021, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2016, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/07/X/2016, tertanggal 24 Oktober
2016;
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Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
orang tua Pemohon di Desa Huraba | Kecamatan Siabu Kabupaten
Mandailing Natal selama, sampai pisah;

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah
berhubungan layaknya suami isteri (ba’'da ad-dukhul), dan belum dikaruniai
seorang anak;

Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sejak pada bulan September
2021, penyebabnya karena belum dikaruniai seorang anak dan Pemohon
menanyakan Termohon bagaimana dengan pernikahan Pemohon dan
Termohon dan Termohon pun mengatakan kalau Termohon setuju berpisah
dengan Pemohon dan berpisah dengan secara baik-baik kemudian keluarga
Pemohon dan Termohon pun datang kemudian Termohon pun kembali

kepada orang tua Termohon dengan cara kekeluargaan;

. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah

dan tidak pernah bersatu kembali;
Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah
mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan
ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan
Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
PRIMAIR:

1.
2.

3.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raji terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan
Agama Panyabungan;

Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:
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~ Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang
sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak
menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon
tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati
Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan
berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut gugatannya nomor
487/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 22 November 2021;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang
terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang
dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari

Penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah
seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk
bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya
nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada
tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang
kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan
Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Ry;
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Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis
menyatakan pencabutan perkara dari Pemohon sudah sepatutnya untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka
Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Penitera untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
487/Pdt.G/2021/PA.Pyb dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara kepada
Pemohon sejumlah Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu
rupiah);

Demikian penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan
Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari
Senin tanggal 22 November 2021M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir
1443 H. Oleh Hasanuddin, S.Ag., sebagai Ketua, didampingi oleh Muhammad
Fadli, S.H.I, dan Abdul Azis Alhamid, S.H.l, masing-masing sebagai Anggota,
dibantu Rivi Hamdani Lubis, S.H.l, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,
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Hakim Anggota,

Hasanuddin, S.Ag

Hakim Anggota,

Muhammad Fadli, S.H.I Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I

Perincian Biaya :
1. Pendaftaran
Proses
Panggilan dan PNBP
Redaksi
Meterai

o 0w

Jumlah

Rp.  30.000,00
Rp.  50.000,00
Rp. 460.000,00
Rp.  10.000,00
Rp.  10.000,00
Rp. 990.000,00

Terbilang : (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
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